
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.688, 2017 KEMENKEU. Jabatan Fungsional. Analis 

Anggaran. Juknis.  
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 61/PMK.02/2017 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS  

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan 

mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan 

tugas analisis di bidang pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, telah dibentuk Jabatan 

Fungsional Analis Anggaran berdasarkan Peratuan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Jabatan 

Fungsional Analis Anggaran; 

  b. bahwa dalam rangka pembinaan profesi dan karir 

Jabatan Fungsional Analis Anggaran dan sebagai 

pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun 

petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis 

Jabatan Fungsional Analis Anggaran; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5121); 

  4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 235); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1926); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, dan diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan 

manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

6. Jabatan Fungsional Analis Anggaran yang selanjutnya 

disingkat JFAA, adalah jabatan karir PNS yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di 

bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN. 

7. Pejabat Fungsional Analis Anggaran yang selanjutnya 

disebut Analis Anggaran adalah PNS yang ditetapkan 

sebagai JFAA. 

8. Kebutuhan JFAA adalah jumlah dan susunan JFAA yang 

diperlukan suatu satuan organisasi untuk mampu 
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melaksanakan tugas pokok dengan baik, efektif, dan 

efisien dalam jangka waktu tertentu. 

9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang 

harus dicapai oleh Analis Anggaran dalam rangka 

pembinaan karir yang bersangkutan. 

10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka 

Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Anggaran 

sebagai syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 

11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS. 

12. Pejabat yang Berwenang Mengajukan Usulan Penetapan 

Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan 

untuk mengajukan penetapan Angka Kredit sesuai 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

13. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit 

adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk 

menetapkan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku.  

14. Penilaian Kinerja/Penilaian Prestasi Kerja yang 

selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu 

proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh 

pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai/capaian 

kinerja pegawai dan perilaku kerja.  

15. Tim Penilai Kinerja JFAA adalah tim yang dibentuk dan 

ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan 

Angka Kredit dan bertugas menilai Angka Kredit Analis 

Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

16. Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya 

disingkat DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah Angka 

Kredit setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

Analis Anggaran dan disusun oleh Analis Anggaran yang 

bersangkutan untuk diusulkan kepada Pejabat yang 

Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Pejabat 

yang Berwenang Mengajukan Usulan Penetapan Angka 
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Kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

17. Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya 

disingkat BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian 

Angka Kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai 

Kinerja JFAA yang hadir dalam Sidang pleno penilaian 

Angka Kredit, untuk ditetapkan menjadi Surat 

Keputusan Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang 

Berwenang Menetapkan Angka Kredit. 

18. Keputusan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya 

disebut PAK adalah surat keputusan yang berisi 

penetapan jumlah Angka Kredit terhadap kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan Analis Anggaran dan 

ditandatangani Pejabat yang Berwenang Menetapkan 

Angka Kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

19. Sidang Pleno adalah rapat Tim Penilai Kinerja JFAA 

untuk menetapkan Angka Kredit Analis Anggaran. 

 

BAB II 

JENJANG JFAA 

 

Pasal 2 

(1) JFAA termasuk kategori jabatan fungsional keahlian yang 

terdiri atas 4 (empat) jenjang: 

a. Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama; 

b. Analis Anggaran Muda/Ahli Muda; 

c. Analis Anggaran Madya/Ahli Madya; dan 

d. Analis Anggaran Utama/Ahli Utama. 

(2) Pangkat dan golongan ruang atas jenjang JFAA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 

ketentuan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 
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